—INY

--------

S
A

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR % TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR
82 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

a.

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,

bahwa menindaklanjuti usulan pergeseran anggaran belanja
tidak langsung dan pergeseran anggaran belanja langsung di
beberapa SKPD dalam lingkup pemerintah Kabupaten
Bengkulu Utara serta Surat Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Republik Indonesia Nomor : 172/D/0/2001 tentang
Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan
Pendirian Universitas Ratu Samban di Arga Makmur yang
Diselenggarakan oleh Yayasan Ratu Samban Arga Makmur di
Kabupaten Bengkulu Utara, maka perlu dilakukan
pergeseran anggaran;

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 160 ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan ketentuan Peraturan Bupati Bengkulu
Utara Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran
Anggaran perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagai dasar pelaksanaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b serta untuk landasan operasional
pelaksanaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu
Utara tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati
Bengkulu Utara Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

AUTENTIFIKXHI7;
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Mengingat

. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk

Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor,13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

an Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

AUTENSHIN N o mor 10);

BAGIAN HUKUM
SETDAKAB BENGKULU UTARA

MAMA

| sapaman | Pamar




Menetapkan :

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor
17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Tahun 2016Nomor 17);

Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 85 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 82 TAHUN
2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 82 Tahun
2016 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
(Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 83), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara
Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bengkulu
Utara Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun
2017 Nomor 20) diubah sehesni becikait : é
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Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran IA Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3
Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan
Lampiran III Peraturan Bupati ini.
Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan
Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu
Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 1} AWM 20V

U UTARA;r/

Diundangkan di Arga Makmur /L'/
pada tanggal t} oult Pu}

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU U

/g/ HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 17



